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ABSTRACT

Sexual violence contradicts divine and humanitarian values, disrupis public
security and welfure, and is detrimental to society. Sexual violence against female
passengers on public transportation results in discomfort and fear of using public
transportation. The public wants law enforcement to respond to sexual violence, as
it constitutes a moral crime that violates legal and social norms. The purpose of
regulating sexual violence in the TPKS Law is fo sirengthen protection for victims
o sexual violence and 10 address types of sexual violence crimes not covered by

d laws. This is because existing laws governing sexual violence do
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KATA PENGANTAR
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يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلۡ أَدُلُّكُمۡ عَلَىٰ تِجَٰرَةٖ تُنجِيكُم مِّنۡ عَذَابٍ أَلِيمٖ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُجَٰهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمۡوَٰلِكُمۡ وَأَنفُسِكُمۡۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ  
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ABSTRAK
ANALISIS YURIDIS  PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU 
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL 
TERHADAP PENUMPANG TRAVEL 

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 823/Pid.B/2024/PN Mdn)
Erma Indarwati

(235114186)
Kekerasan seksual bertentangan dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, mengganggu keamanan dan kesejahteraan masyarakat, serta merugikan masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap penumpang travel, bagaimana  penerapan sanksi hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap penumpang travel dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 823/Pid.B/2024/PN Mdn, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 823/Pid.B/2024/PN Mdn. Penelitian ini bersifat deskriptif dan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu menganalisis putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 823/Pid.B/2024/PN Mdn berdasarkan undang-undang serta data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Adanya kekerasan seksual yang terjadi di transportasi umum terhadap penumpang perempuan, mengakibatkan merasa tidak nyaman dan takut dalam menggunakan jasa  transportasi umum. Masyarakat menginginkan kekerasan seksual direspon oleh aparat penegak hukum, karena itu sudah merupakan kejahatan kesusilaan yang melanggar norma hukum dan norma sosial. Tujuan pengaturan  kekerasan sesual dalam UU TPKS adalah untuk menguatkan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dan memuat jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah terbit sebelumnya terbit karena undang-undang yang mengatur mengenai kekerasan seksual yang ada masih belum sepenuhnya mengatur secara komprehensif permasalahan-permasalahan yang mendalam terkait kekerasan seksual. UU yang ada belum mampu menghadirkan perlindungan yang optimal, serta belum ada upaya pencegahan dan penanganan hingga pemulihan korban kekerasan seksual. Penerapan sanksi hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap Penumpang jasa angkutan umum dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 823/Pid.B/2024/PN Mdn adalah perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 6 huruf C UU TPKS sehingga akibat perbuatannya terdakwa dipidana dengan pidana penjaran selama 8 (delapan) tahun. Pertimbangan hukum hakim adalah Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum. Disarankan agar penerapan sanksi yang tegas terhadap pelaku kekerasan seksual sehigga dapat memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan seksual untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi.
Kata Kunci: Tindak Pidana, Kekerasan Seksual, Travel. 
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
“Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang melanggar norma- norma yang berlaku dalam masyarakat. Kejahatan secara yuridis adalah semua perbuatan manusia yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam KUHP”.
 
Kejahatan dalam masyarakat mempunyai gejala yang sangat kompleks dan rawan serta senantiasa menarik untuk dibicarakan. Hal ini dapat dipahami karena persoalan kejahatan tersebut merupakan tindakan yang merugikan dan bersentuh langsung dengan kehidupan manusia, oleh karena itu diperlukan upaya-upaya untuk mencegah dan memberantas kejahatan.
Tingkah laku dan perbuatan telah diatur dalam setiap undang-undang tetapi kejahatan masih sering terjadi dan salah satu masalah yang paling sering yaitu kejahatan dengan kekerasan dimana dengan sejalannya perkembangan peradaban manusia hampir semua memiliki unsur kekerasan sebagai fenomena dalam realita kehidupan sesungguhnya. 
Tindakan kekerasan baik yang dilakukan perseorangan maupun yang dilakukan bersama-sama atau berkelompok, sangat mengganggu ketertiban masyarakat bahkan dapat meresahkan masyarakat. Tampaknya kesadaran akan menghargai hak asasi seseorang dan rasa mencintai sesama manusia semakin menipis atau pertumbuhannya tidak sebagaimana yang diharapkan sehingga perilaku berbuat baik untuk sesama atau terhadap orang lain sudah semakin tidak kelihatan. Hal tersebut tentunya dapat memengaruhi perilaku seseorang sehingga dapat menyebabkan orang tersebut menyimpang. 

Salah satu perbuatan menyimpang yang sering terjadi adalah kekerasan seksual yang merupakan bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), sehingga penanganannya harus luas biasa juga. Upaya untuk menghentikan kekerasan merupakan hal penting, karena kekerasan telah menimbulkan berbagai luka pada korban. Trauma yang berkepanjangan dialami oleh korban, perasaan malu, ketakutan, sehingga mengakibatkan korban terkadang sulit untuk mengungkapkan kembali kekerasan yang pernah dialaminya.

Kekerasan seksual dapat terjadi dalam berbagai konteks, termasuk dalam hubungan pasangan, tempat kerja, pendidikan, atau dalam situasi konflik. Masalah ini menjadi isu global yang mempengaruhi masyarakat di seluruh dunia, termasuk Indonesia. 
Jenis kekerasan terhadap perempuan beragam dan  berdasarkan catatan tahunan Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan bahwa kekerasan seksual yang terjadi sepanjang tahun 2020 hingga bulan Agustus 2024 kekerasan seksual terhadap perempuan berjumlah 7.864 kasus yaitu pada tahun 2020 sebanyak 1.983 kasus, tahun 2021 sebanyak 1.290 kasus, tahun 2022 sebanyak 2.228 kasus dan pada tahun 2023 sebanyak 2.363 kasus. Berdasarkan data tersebut, setiap tahun kekerasan seksual terhadap perempuan selalu mengalami peningkatkan kecuali pada tahun 2021 mengalami penurunan.

Kekerasan apapun yang terjadi dalam masyarakat sesungguhnya berangkat dari satu idiologi tertentu yang mengesahkan penindasan disatu pihak baik perseorangan maupun elompok terhadap pihak lain yang disebabkan oleh anggapan ketidaksetaraan yang ada dalam masyarakat. Pihak yang tertindas disudutkan pada posisi yang membuat berada dalam ketakutan melalui cara penampakan kekuatan secara periodik. 

Terjadinya kejahatan dengan kekerasan merupakan hasil interaksi antar manusia dengan lingkungannya. Hasil interaksi itu berawal dari timbulnya motivasi yang kemudian berkembang menjadi niat negatif untuk berbuat kejahatan dengan kekerasan dalam memenuhi kebutuhan dan tuntutan hidupnya.
 
Kejadian-kejadian pelecehan seksual terhadap penumpang travel pada umumnya korban sering mengalami bentuk pelecehan yang merendahkan harkat dan martabatnya sebagai penumpang. Hal ini masuk ke dalam kategori kekerasan seksual dan pelecehan yang sering dialami korban/penumpang travel, baik dilakukan oleh penumpang lain atau pun supir atau karyawan dari pada travel membutuhkan perhatian serius dari pemerintah untuk melakukan pengawasan (monitoring dan evaluasi terhadap travel seta tindakan tegas dari aparat penegak hukum untuk dapat memberikan keadilan bagi korban dan peneggakan hukum yang tegas terhadap pelakunya.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA menyebutkan sebanyak 23 persen pelecehan seksual terjadi di transportasi umum. Sebanyak 3.539 dari 4.236 responden perempuan mengatakan pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik dan sebanyak 23 persen terjadi di transportasi umum. Peristiwa tersebut tentunya harus menjadi perhatian seluruh pihak, sebab maksimalnya perlindungan perempuan dan anak tidak akan terwujud jika kesadaran masyarakat belum merata.

Kasus tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 823/Pid.B/2024/PN Mdn dengan terdakwa Safriansyah Bin Ilyas als Yayang  yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal  6 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual  (selanjutnya disingkat UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual) bahwa akibat perbuatan tersebut, maka terdakwa dipidana penjara selama 8 (delapan) tahun.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka dilakukan penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis  Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Penumpang Travel (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 823/Pid.B/2024/PN Mdn)”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dibatasi sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap penumpang travel ?
2. Bagaimana  penerapan sanksi hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap Penumpang travel dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 823/Pid.B/2024/PN Mdn ?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 823/Pid.B/2024/PN Mdn ? 

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap penumpang travel.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap penumpang travel dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 823/Pid.B/2024/PN Mdn.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 823/Pid.B/2024/PN Mdn. 

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana mengenai tindak pidana kekerasan seksual.
2. Secara praktis sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum  (polisi, jaksa, hakim, lembaga pemasyarakatan, dan advokat) serta konsultan hukum, sehingga aparat penegak hukum  dapat melakukan penegakan hukum  terhadap pelaku kekerasan seksual.
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Membicarakan masalah kekerasan bukanlah suatu hal mudah, sebab kekerasan pada dasarnya adalah merupakan tindakan agresif yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Misalnya tindakan memukul, menusuk, menendang, menampar, meninju, menggigit, kesemuanya itu adalah bentuk-bentuk kekerasan. Selain itu juga, kadang-kadang kekerasan merupakan tindakan yang normal, namun tindakan yang sama pada suatu situasi yang berbeda akan disebut penyimpangan.
Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan sebuah perilaku, baik yang terbuka (overt) atau tertutup (covert) dan baik yang bersifat menyerang (offensive) atau yang bersifat bertahan (deffense) yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Kekerasan (violence) menurut sebagian para ahli disebut sedemikian rupa sebagai tindakan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik ataupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Kekerasan adalah sebagai suatu bentuk kejahatan. 

Kekerasan pada dasarnya adalah merupakan tindakan agresif yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Misalnya tindakan memukul, menusuk, menendang, menampar, meninju, menggigit, kesemuanya itu adalah bentuk-bentuk kekerasan. Selain itu juga, kadang-kadang kekerasan merupakan tindakan yang normal, namun tindakan yang sama pada suatu situasi yang berbeda akan disebut penyimpangan.
Tindak kekerasan (violence) dalam pandangan klasik menunjukan kepada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik atau dapat mengakibatkan kematian pada seseorang.
.
Menurut Yesmil Anwar kejahatan kekerasan diartikan kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.

Menurut Abdul Wahid dan Moh. Irvan, “kekerasan yang digunakan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan, baik fisik maupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum, sehingga merupakan kejahatan”.
 Kekerasan sering merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri. Bahkan ia telah membentuk suatu ciri tersendiri dalam khasanah tentang studi kejahatan. Semakin menggejala dan menyebar luas frekuensi kejahatan yang diikuti dengan kekerasan dalam masyarakat, maka semakin tebal keyakinan masyarakat akan penting dan seriusnya kejahatan semacam ini.

Kekerasan dapat dipandang dari tiga sudut pandang:

a. Sudut pandang psikologis: Kekerasan sebagai suatu ledakan kekuatan dalam wujud yang tidak masuk akal.
b. Sudut pandang etnis, Kekerasan adalah suatu serangan terhadap harta dan kebebasan orang lain.
c. Sudut pandang politis, Kekerasan adalah penggunan kekuatan untuk merebut kekuasaan atau penyalahgunaan kekuasaan secara tidak sah.

Konsepsi kekerasan seksual tidak dapat dilepaskan dari tinjauan grammatikal (struktur) dan leksikal (bahasa) yang terdiri dari dua kata, yakni ‘kekerasan’ dan ‘seksual’. Kata pertama terdiri dari kata induk keras yang berarti tidak bersifat lemah lembut atau cenderung membahayakan dengan kepemilikan konfiks ke-an yang berarti tentang atau seputar, sehingga dapat dimaknai sebagai segala sesuatu tentang hal yang bersifat membahayakan.

 Kekerasan seksual adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu orang terhadap orang lain yang melibatkan rangsangan seksual dan dapat menyebabkan gangguan baik fisik maupun psikis. Kekerasan seksual tidak hanya menyebabkan gangguan fisik dan psikis tetapi juga mengakibatkan gangguan sosial bahkan dapat merusak masa depan.

Pasal 1 angka 1 UU TPKS menyatakan bahwa, tindak pidana kekerasan seksual merupakan segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini.

Merujuk pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi bahwa kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang meliputi menghina, merendahkan, melecehkan, dan/ atau menyerang tubuh atau alat reproduksi seseorang. Pasal ini menjelaskan lebih lanjut bahwa kekerasan seksual terjadi akibat timpang relasi kuasa dan dapat berakibat entah secara psikis ataupun fisik.

Menurut World Health Organization (WHO), kekerasan seksual dimaknai sebagai setiap tindakan seksual, upaya untuk mendapatkan tindakan seksual, komentar yang tidak diinginkan, atau tindakan, yang diarahkan terhadap seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan oleh siapapun (terlepas bagaimanapun hubungannya dengan korban) dan di dalam kondisi apapun (tidak terbatas di lingkungan rumah dan kerja.

Sementara itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa mendefinisikan kekerasan seksual sebagai perbuatan yang agresif dan kejam dengan intensitas dan konsekuensi yang beragam, dari sentuhan yang tidak diinginkan sampai persetubuhan yang dipaksakan dan perkosaan.

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Kekerasan seksual semakin marak terjadi di masyarakat yang menimbulkan dampak luar biasa kepada Korban. Dampak tersebut meliputi penderitaan fisik, mental, kesehatan, ekonomi, dan sosial hingga politik, atau mereka yang memiliki kebutuhan khusus, seperti anak dan penyandang disabilitas.

2. Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Wujud tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain ada dasarnya tidak hanya berupa fisik atau jasmani, tetapi juga dapat berupa kekerasan secara verbal. Menurut Dian Dewi Jayanti yang menyatakan kekerasan seksual secara verbal adalah pelecehan seksual nonfisik yang dilakukan dengan mengucapkan kata-kata bernuansa seksual yang tidak patut dan mengarah pada seksualitas dengan tujuan merendahkan dan mempermalukan.

Masalah kekerasan verbal seperti ini bisa siapa saja dialami, baik perempuan yang sudah menikah atau yang belum menikah. Penyebab kekerasan verbal bias karena kehidupan personal yang kurang memuaskan dan hubungan interpersonal dengan orang lain yang tidak begitu baik atau yang paling sering terjadi adalah pelaku tidak mampu membedakan antara lelucon, becanda dan pelecehan.
Kekerasan verbal ini sebagian besar dialami oleh perempuan dan dalam kehidupan sekarang ini perempuan berjilbab yang sudah berpakaian sopan juga sering mengalami tindakan kekerasan verbal. Tindakan kekerasan verbal terjadi karena kebanyakkan beranggapan bahwa hal tersebut sebagai suatu bentuk pengakraban untuk pertemanan. Apabila  hal ini terus dibiarkan maka nilai perempuan dimata laki-laki sangat rendah dan ini membuktikan bahwa kekerasan secara verbal ini memberikan efek negatif terhadap perempuan. 
Kekerasan verbal ini apabila diabaikan, maka bisa bertambah buruk dari waktu ke waktu dimana bentuk kekerasan lainnya yang lebih berbahaya bisa saja terjadi, Misalnya, kekerasan fisik dan seksual.

Adapun bentuk-bentuk kekerasan seksual digolongkan ke dalam tiga bentuk yaitu :

a. Bentuk visual, yaitu pandangan atau tatapan yang penuh nafsu.

b. Bentuk verbal, berupa olok-olok, gurauan, pernyataan atau pertanyaan yang bersifat seksual dan tidak diinginkan, surat-surat, telepon dan benda-benda yang bersifat seksual yang tidak diinginkan, desakan untuk berkencan.

c. Bentuk fisik, berupa perkosaan, baik yang masih berupa percobaan maupun yang sudah merupakan tindakan yang nyata, sentuhan, sandaran, penyudutan atau cubitan yang tidak diinginkan, gerakan- gerakan yang bersifat seksual dan tidak diinginkan

Menurut Catatan Tahunan Komnas Perempuan bahwa kekerasan yang dilakukan kepada perempuan pada umumnya adalah :

a. Kekerasan fisik yang meliputi segala bentuk kekerasan yang menyakiti fisik, mulai dari dorongan, cubitan, tendangan, jambakan, pukulan, cekikan, bekapan, luka bakar, pemukulan dengan alat pemukul, kekerasan dengan benda tajam, siraman air panas atau zat kimia, menenggelamkan dan penembakan. 
b. Kekerasan psikologis. Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, kekerasan psikologis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan seksual adalah setiap penyerangan atau kekerasan yang bersifat seksual, baik telah terjadi persetubuhan atau tidak, baik ada atau tidaknya hubungan antara korban dan pelaku kekerasan.

Tindak kekerasan terhadap perempuan dibedakan menjadi empat bentuk antara lain : 

a. Kekerasan fisik adalah tindakan yang menyebabkan cedera, rasa sakit, luka atau cacat pada tubuh seseorang yang bisa merenggut nyawa korbannya. Kekerasan fisik dapat berupa pukulan, jambakan, cubitan, dan lain-lain. 

b. Kekerasan seksual adalah setiap tindakan penyerangan yang bersifat pelecehan seksual terhadap perempuan baik telah terjadi persetubuhan atau tidak yang dilakukan secara paksa oleh pelaku tanpa memperhatikan hubungan antara pelaku dengan korbannya. Kekerasan Seksual meliputi:

1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;

2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

c. Kekerasan psikis mempengaruhi hilangnya rasa percaya diri bahkan mengganggu kondisi kejiwaan seseorang. 

d. Kekerasan ekonomi adalah perbuatan suami dengan memaksa atau membatasi istri untuk bekerja di dalam atau di luar rumah untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau menelantarkan keluarga dengan tidak memberi nafkah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. 

Secara yuridis normatif, menurut Pasal 4 ayat (1)  UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual bahwa tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas:
a. Pelecehan seksual nonfisik; 
b. Pelecehan seksual fisik; 
c. Pemaksaan kontrasepsi; 
d. Pemaksaan sterilisasi; 
e. Pemaksaan perkawinan;
f. Penyiksaan seksual; 
g. Eksploitasi seksual; 
h. Perbudakan seksual; 
i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Tindak pidana kekerasan seksual menurut Pasal 4 ayat (2) UU TPKS juga meliputi:
a. Perkosaan; 
b. Perbuatan cabul; 
c. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak; 
d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban; 
e. Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual; 
f. Pemaksaan pelacuran; 
g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual; 
h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga; 
i. Tindak pidana pencucian uang yang tidak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; 
j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara spesifik bentuk-bentuk kekerasan seksual berdasarkan bentuknya menurut UU TPKS yaitu:

a. Pelecehan seksual.
KUHP tidak mengenal istilah pelecehan karena dalam KUHP hanya mengenal istilah perbuatan cabul.  Perbuatan cabul ini seperti seseorang yang dengan sengaja meraba-raba kemaluan orang lain. Pencabulan yang dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada Pasal 289 KUHP telah mengatur mengenai tindak pencabulan yang berbunyi :“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusuilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”
Pelecehan seksual adalah perilaku yang bersifat seksual yang tidak diinginkan dan tidak dikehendaki oleh penerima atau korbanya dan berakibat mengganggu diri penerima pelecehan, perilakunya yang dapat digolongkan sebagai tindakan pelecehan seksual seperti pemaksaan melakukan kegiatan seksual, pernyataan merendahkan yang berorientasi seksual atau seksualitas, lelucon yang berorientasi seksual, permintaan melakukan tindakan seksual yang disukai pelaku dan juga ucapan atau perilaku yang berkonotasi seksual, tindakan-tindakan tersebut dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung (implicit).

Berdasarkan pendapat di atas, maka bentuk pelecehan seksual dapat dikatagorikan menjadi:

1) Pelecehan seksual Verbal 

Wujud pelecehan seksual secara verbal lebih dilakukan dengan wujud ucapan/perkataan yang ditujukan pada orang lain namun mengarah pada sesuatu yang berkaitan dengan seksual, pelecehan ini dapat berwujud seperti : 

a) Bercandaan, menggoda lawan jenis atau sejenis, ataupun mengajukan  pertanyaan seputar seksual didalam diskusi atau obrolan yang tidak dikhususkan membahas seputar seksual. 
b) Bersiul-siul yang berorientasi seksual. 
c) Menyampaikan atau menanyakan pada orang lain tentang keinginan secara seksual ataupun kegiatan seksual yang pernah dilakukan oleh orang tersebut, yang membuat orang itu tidak nyaman. 
d) Mengkritik atau mengomentari bentuk fisik yang mengarah pada bagian-bagian seksualitas, misalnya bentuk pantat ataupun ukuran kelamin seseorang.

2) Pelecehan seksual non verbal 
Bentuk pelecehan non verbal merupakan kebalikan dari verbal apabila dalam pelecehan verbal adalah menggunakan kata-kata ataupun ajakan berbentuk tulisan dalam katagori non verbal ini lebih menggunakan tindakan akan tetapi tidak bersentuhan secara langsung antara pelaku dengan korbanya, misalnya : 

a) Memperlihatkan alat kelamin sendiri dihadapan orang lain baik personal ataupun dihadapan umum.
b) Menatap bagian seksual orang lain dengan pandangan yang menggoda
c) Menggesek-gesekan alat kelamin ke orang lain. 

3) Pelecehan seksual secara fisik 
Dalam katagori ini pelecehan seksual antara pelaku dan korban sudah terjadi kontak secara fisik, dapat digolongkan perbuatan yang ringan dan berat misalnya :

a) Meraba tubuh seseorang dengan muatan seksual dan tidak di inginkan oleh korban. 
b) Perkosaan atau pemaksaan melakukan perbuatan seksual. 
c) Memeluk, mencium atau menepuk seseorang yang berorientasi seksual.
 

Pelecehan seksual dalam KUHP dapat dikategorikan sebagai tindak kesusilaan. Kata “kesusilaan” berarti perihal susila kesusilaan mempunyai pengertian tentang budi bahasa, sopan santun, kesopanan, keadaban, adat istiadat dan tertib yang baik.

b. Eksploitasi seksual
Eksploitasi seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU TPKS yang menyebutkan bahwa tindakan seksual yang dilakukan dengan adanya kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, nama atau identitas atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, yang dilakukan agar seseorang mau melakukan hubungan seksual dengannya atau orang lain maupun dapat diartikan sebagai perbuatan memanfaatkan tubuh orang lain tersebut terkait dengan hasrat seksual, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Terdapat Tiga unsur eksploitasi seksual yaitu antara lain :

1) Tindakan atau perbuatan tersebut menggunakan kekuasaan dengan cara-cara kekerasan, ancaman kekerasan, rangkaian kebohongan, nama palsu atau martabat palsu, dan/atau penyalahgunaan kepercayaan;
2) Dilakukan dengan tujuan agar seseorang melakukan hubungan seksual dengan dirinya dan/atau orang lain;
3) Dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain.

c. Pemaksaan kontrasepsi

Tindak pidana pemaksaan kontrasepsi adalah merupakan adanya upaya yang dilakukan seseorang untuk menghentikan, serta merusak organ, fungsi, maupun sistem reproduksi orang lain dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan, sehingga orang tersebut kehilangan kemampuan untuk menikmati hubungan seksual dan juga control terhadap organ, fungsi maupun sistem reproduksinya, serta tidak dapat melanjutkan keturunan, diancam pidana pemaksaan kontrasepsi.
Ada dua unsur tindak pidana pemaksaan kontrasepsi antara lain sebagai berikut:

1) Adanya perbuatan yang menghentikan, serta merusak organ, fungsi, maupun sistem reproduksi orang lain, dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan maupun penyalahgunaan kekuasaan;
2) Tindakan yang dilakukan mengakibatkan seseorang sampai kehilangan kemampuan untuk dapat menikmati hubungan seksual atau kontrol terhadap organ, fungsi, maupun sistem reproduksinya serta tidak dapat melanjutkan keturunan.

d. Pemaksaan Aborsi

Aborsi merupakan pengguguran kandungan sebelum kandungan berusia tiga bulan.
 Dengan demikian pemaksaan aborsi merupakan tindakan atau perbuatan pemaksaan terhadap seseorang untuk menggugurkan kandungannya. 
Unsur-unsur pemaksaan aborsi antara lain :

1) Tindakan memaksa seseorang untuk menghentikan kehamilan
2) Tindakan memkasa itu dilakukan dengan cara kekerasan, dan ancaman kekerasan, tipu muslihat, serta rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, ataupun menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu dan tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya.

e. Pemerkosaan

Pemerkosaan merupakan tindakan pemaksaan yang dilakukan dalam bentuk kekerasan secara seksual terhadap seseorang dengan ancaman kekerasan maupun tipu muslihat yang dilakukan tanpa persetujuan korban. 
 Dua unsur tindak pidana pemerkosaan, yaitu antara lain:

1) Tindakan yang dilakukan dengan pemaksaan hubungan seksual;
2) Dilakukan dengan cara-cara kekerasan ataupun ancaman kekerasan serta tipu muslihat dengan melihat kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan yang sesungguhnya. 

f. Pemaksaan Perkawinan

Pemaksaan perkawinan adalah setiap tindakan yang menyalahgunakan kekuasaan dengan cara-cara kekerasan dan ancaman kekerasan maupun tipu muslihat ataupun tekanan psikis yang mengakibatkan sehingga seseorang tidak dapat memberikan persetujuan sesuai keinginannya untuk dapat melakukan perkawinan.
Tiga unsur tindak pidana pemaksaan perkawinan, yaitu antara lain:

1) Tindakan pemkasaan terhadap seseorang untuk melakukan perkawinan;
2) Dilakukan dengan cara-cara menyalahgunakan kekuasaan baik dengan kekerasan, ancaman kekerasan dan tipu muslihat ataupun tekanan psikis lainnya;
3) Tindakan tersebut mengakibatkan korban tidak dapat bertindak untuk memberikan persetujuan sesuai dengan keinginannya untuk melakukan perkawinan.

g. Pemaksaan Pelacuran

Pemaksaan pelacuran merupakan Tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kekuasaan dan melakukan cara kekerasan, ancaman kekerasan dan lain sebagainya, untuk melacurkan seseorang atau sekelompok dengan maksud menguntungkan diri sendiri maupun orang lain.
h. Perbudakan seksual

Perbudakan seksual ialah Tindakan atau Perbuatan berupa eksploitasi seksual, pemaksaan dilakukanya aborsi, pemaksaan terhadap dilakukanya perkawinan, maupun pemaksaan pelacuran yang dilakukan terhadap orang lain dengan cara memberi ruang gerak yang terbatas dan mencabut kebebasan seseorang tersebut, untuk tujuan menempatkan orang lain tersebut melayani kebutuhan seksualnya atau pihak lain dalam jangka waktu tertentu.
Terdapat 3 unsur tindak pidana perbudakan seksual, yaitu:

1) Adanya satu atau lebih perbuatan berupa tindakan eksploitasi seksual, pemaksaan dilakuknya aborsi, pemaksaan adanya perkawinan maupun pemaksaan pelacuran;
2) Dilakukan dengan cara memberi ruang gerak yang terbatas ataupun mencabut kebebasan seseorang; 
3) Dilakukan dengan tujuan menempatkan seseorang melayani kebutuhan seksualnya ataupun orang lain dalam jangka waktu tertentu.

i. Penyiksaan Seksual

Penyiksaan seksual yaiu tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh seseorang akan tetapi tidak terbatas pada pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, dan/atau pemaksaan pelacuran, untuk suatu tujuan tetapi tidak terbatas pada :
1) Memperoleh keterangan atau pengakuan dari korban, saksi, atau orang ketiga;
2) Memaksa korban, saksi atau orang ketiga untuk tidak memberikan keterangan atau pengakuan;
3) Menghakimi atau memberikan penghukuman atas suatu perbuatan yang diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang lain untuk mempermalukan atau merendahkan martabatnya. 

3. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual

Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi kebenaran dan rekonsiliasi, mengatakan korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental meupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak atau manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya.

Upaya perlindungan hukum selalu berkaitan dengan adanya sanksi tegas melalui pidana. Tujuan pemidanaan ini tentunya disesuaikan dengan teori pemidanaan gabungan yang diterapkan guna tetap memperhatikan Hak Asasi Manusia pelaku sewaktu menjalankan hukumannya. Muladi menyatakan bahwa tujuan pemidanaan hendaknya menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan retributivist yang menyatakan keadilan hanya dapat dicapai apabila tujuan yang Theological tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.

Perlindungan sebagai upaya pemenuhan hak sebagai korban kekerasan seksual tentunya tidak semata dapat dilakukan oleh penegak hukum. Penegak hukum memiliki tugas utama untuk menegakkan hukum melalui penjatuhan sanksi yang adil bagi pelaku dan menimbulkan efek jera sehingga tidak mengulangi perbuatan tersebut. Salah satu hal penting yang harus didapatkan oleh korban kekerasan seksual ialah mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum sanagat diperlukan bagi korban, sebab dampak dari kekerasan seksual menjadi dampak secara fisik, secara mental dan secara ekonomi.

4. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Sanksi pidana adalah suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat menggangu atau membahayakan kepentingan hukum.
 Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

Sanksi pidana dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana termasuk juga pelaku kekerasan seksual  yang merupakan salah satu bentuk kekerasan dosmetik, karena ini terjadi dalam lingkup rumah tangga dan pengaturan masalah ini ada dalam Undang-Undang Nomor  23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan seksual tidak hanya terjadi dalam lingkup domestik bisa juga terjadi dalam ruang publik dan korbanya bisa siapa saja sehingga untuk melindungi perempuan agar tidak menjadi korban kekerasan seksual, ada pasal- pasal dalam KUHP yang berkaitan dengan masalah kekerasan seksual.

Pasal 296 KUHP menyebutkan: “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”
Pasal 281 KUHP menjelaskan bahwa; “Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan; Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.”

Sesuai ketentuan Pasal 294 ayat (2) KUHP bahwa “pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya diancam dengan pidana penjara selama 7 tahun”.

Ketentuan sanksi pidana yang terkait dengan perbuatan kekerasan seksual dengan jenis pidana penjara dan pidana denda diatur dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut:

Pasal 46 “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam jutarupiah).

Pasal 47 : “Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau  denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).“

Pasal 48 : “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus-menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (duapuluh) tahun atau denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

(1) Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1)

(2) Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2).

Jenis pidana tambahan bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana diatur dalam Bab VIII Ketentuan Pidana, Pasal 50 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah sebagai berikut:

3. Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa: pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku; 

4. Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

B. Tinjauan Umum Tentang Travel
Secara estimologi wisata travel berasal dari Bahasa sansekerta dengan arti perjalanan, yang saat ini berkembang dengan motivasi yang bersifat rekreatif yaitu dengan tujuan liburan, secara ilmiah wisata travel adalah perjalanan dan persinggahan yang dilakukan oleh manusia diluar tempat tinggalnya dengan berbagai motivasi atau dengan berbagai maksud dan tujuan, tetapi bukan untuk berpindah tempat tinggal dan menetap ditempat yang dikunjungi atau disinggahi, atau untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan dengan mendapat upah. Berpetualang, olah raga, dan liburan. 

Menurut Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Jasa Perjalanan Wisata bahwa yang dimaksud dengan usaha jasa perjalanan wisata adalah usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata. Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwwa usaha biro perjalanan wisata meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan  usaha jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata termasuk perjalanan ibadah.

Pelaku traveling biasanya disebut dengan sebutan traveler. Traveler adalah pengunjung sementara yang tinggal sekurang-kurangnya 24 jam (menginap) ditempat tujuannya . Tujuan digolongkan menjadi pesiar (leisure) atau keperluan liburan dan non pesiar atau keperluan bisnis. Awalnya kegiatan wisata travel dilakukan untuk keperluan ziara dan bisnis. Sedangkan pelancong merupakan pengunjung sementara yang yang tinggal ditempat yang dikunjungi kurang dari 24 jam. 

Pengertian travel (biro perjalanan) menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut :

1. Biro perjalanan (Travel) adalah sebuah perusahaan yang menjual rancangan perjalanan secara langsung pada masyarakat dan lebih khusus lagi menjual transportasi udara, darat, laut; akomodasi penginapan; pelayaran wisata, wisata paket; asuransi perjalanan; dan produk lainnya yang berhubungan.
2. Biro perjalanan (Travel) adalah suatu perusahaan yang memperoleh pendapatan dan keuntungan dengan menawarkan dan menjual produk serta jasa-jasa pelayanan yang diberikannya kepada pelanggannya. 
 

Berdasarkan  Pasal 22 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (selanjutnya disingkat UU Kepariwisataan) menyebutkan bahwa setiap pengusaha pariwisata berhak:

1. Mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;

2. Membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;

3. Mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; 

4. Mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penumpang selaku konsumen juga mempunyai hak dan kewajiban yang diatur di dalam Pasal 95 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan armotor Umum Dalam Trayek yang  menyebutkan dan menjelaskan bahwa penumpang memiliki hak yaitu:

1. Penumpang berhak diberi tanda bukti atas pembayaran tarif angkutan yang telah disepakati.

2. Bagi penumpang yang telah diberikan tanda bukti pembayaran.

3. Penumpang berhak mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis layanan yang tercantum dalam tanda bukti pembayaran.

Pasal 26 UU Kepariwisataan menyatakan setiap pengusaha  pariwisata berkewajiban:

1. Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
2. Memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
3. Memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
4. Memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
5. Memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
6. Mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
7. Mmengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
8. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
9. Berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
10. Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
Adapun kewajiban penumpang sesuai Pasal 94 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek yaitu:

1. Penumpang harus membayar biaya angkutan sesuai dengan tarif yang ditentukan.

2. Dalam hal penumpang tidak membayar tarif angkutan, penumpang dapat diturunkan oleh awak kendaraan pada tempat pemberhentian terdekat.

 
BAB III

METODE PENELITIAN

A. Sifat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum. 
 Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. 
B. Jenis Penelitian
Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder. Penelitian yuridis normatif dipergunakan untuk menganalisa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 823/Pid.B/2024/PN Mdn.

C. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini  bersumber dari :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum berupa peraturan-peraturan mengenai tindak pidana kekerasan sepeerti : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi
b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer berupa buku-buku yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

c. Bahan hukum tertier yakni  yang memberi informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research). Data diperoleh melalui beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, internet, jurnal ilmiah dan peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi.

E. Analisis Data.

Data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Penumpang Travel
Kekerasan seksual terhadap penumpang travel (angkutan umum) adalah masalah yang masih sering terjadi di Indonesia. Kekerasan seksual ini dapat berupa pelecehan verbal, fisik, atau visual. “Kurangnya standar keamanan di setiap moda transportasi/angkutan umum dan belum adanya kebijakan yang benar-benar dapat melindungi perempuan dari kekerasan seksual, memperburuk sistem transportasi umum”.

Kekerasan seksual di travel (angkutan umum) disebabkan oleh beberapa faktor utama yaitu : 

1. Ketimpangan gender dan pandangan social. Norma yang memperkuat ketidaksetaraan gender menciptakan ruang bagi kekerasan seksual, dengan perempuan dianggap lebih rendah atau objek seksual. 

2. Kurangnya pendidikan tentang kesetaraan. Kurangnya pendidikan tentang hak asasi manusia dan kesetaraan gender dapat membuat kekerasan seksual dianggap dapat diterima atau dibiarkan. 

3. Kurangnya pengawasan dan keamanan. Minimnya pengawasan baik oleh petugas atau teknologi (seperti CCTV), memberi kesempatan bagi pelaku untuk bertindak tanpa takut tertangkap. 

4. Kerumunan dan keterbatasan ruang pribadi: Angkutan umum yang penuh sesak mempermudah pelaku untuk melakukan pelecehan seksual, sementara korban sering kesulitan membela diri atau melapor. 

5. Tantangan penegakan hukum. Stigma, ketidakpercayaan pada sistem hukum, dan kurangnya bukti membuat pelaku kekerasan seksual jarang dihukum. 
6. Penyalahgunaan kekuasaan: Kekerasan seksual oleh orang yang memiliki kekuasaan (misalnya sopir atau petugas) sering terjadi karena mereka merasa berhak melakukannya. 

7. Lingkungan dan Kebiasaan Negatif: Lingkungan yang membiarkan perilaku kasar memperkuat pandangan bahwa kekerasan seksual bisa diterima.

Upaya untuk menigkatkan kesadaran masyarakat tentang kekerasan seksual terhadap penumpang travel (angkutan umum) adalah :

1. Kampanye edukasi public yaitu menggunakan media sosial, iklan di angkutan umum, dan kampanye luar ruang untuk mengedukasi masyarakat tentang hak-hak individu, bahaya kekerasan seksual, dan cara melapor. 

2. Pelatihan dan workshop yaitu dengan menyelenggarakan pelatihan untuk pengemudi, petugas angkutan umum, serta penumpang tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. 

3. Meningkatkan pengawasan dan keamanan. Memasang kamera CCTV dan menyediakan saluran pelaporan anonim yang mudah diakses oleh penumpang untuk melaporkan pelecehan seksual.

4. Pemberian sanksi tegas. Mendorong penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan seksual, sehingga menimbulkan efek jera dan meningkatkan rasa aman bagi penumpang. 

Langkah-langkah di atas apabila dapat dilaksanakan, maka kesadaran masyarakat dapat meningkat dan kekerasan seksual di angkutan umum dapat diminimalisir.

Berkaitan dengan pengaturan tentang tindak pidana kekerasan sesksual khususnya kekerasan seksual dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Keberadaan KUHP dan UU PKDRT dan UU TPKS suatu bagian aturan yang tidak dapat dipisahkan, dimana dalam konsep hukum pidana dikenal sebagai aturan khusus dan aturan umum. Dalam konsepnya, dalam hal penggunaan hukumnya dikenal dengan asas: “aturan hukum yang khusus mengenyampingkan aturan yang umum” atau dikenal dengan asas “Lex specialis derogate lex generalis”.
Guna melindungi terjadinya kekerasan seksual, maka terdapat beberapa peraturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan sekual termasuk kekerasan seksual pada travel (angkutan umum) yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

Tindak pidana kekerasan seksual dalam KUHP diatur dalam Pasal 414 sampai dengan Pasal 422 KUHP.

1) Pasal 414 KUHP menyebutkan : 

(1) Setiap Orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya: 
a. Di depan umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.
b. Secara paksa dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun; 

c. Yang dipublikasikan sebagai muatan Pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

(2) Setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memalsa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. 

b. Pasal 415 KUHP : Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, Setiap Orang yang: 
a. Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui orang tersebut  pingsan atau tidak berdaya; 

b. Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga anak.

c. Pasal 416 KUHP :

(1) Jika salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 dan Pasal 415 mengakibatkan Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. (2) 
(2) Jika salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 dan Pasal 415 mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
d. Pasal 417 KUHP : “setiap orang yang memberi atau berjanji akan memberi hadiah menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyesatan menggerakkan orang yang diketahui atau patut diduga Anak, untuk melakukan perbuatan cabul atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun”.
e. Pasal 418 KUHP :

1) Setiap Orang yang melakukan percabulan dengan Anak kandung, Anak tirinya,  Anak angkatnya atau Anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh atau dididik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. 

2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun: 

a) Pejabat yang melakukan percabulan dengan bawahannya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkannya padanya untuk dijaga; atau 
b) Dokter, guru, pegawai, pengurus, atau petugas pada lembaga pemasyarakatan, lembaga negara, tempat latihan karya, rumah pendidikan, rumah yatim dan/atau piatu, rumah sakit jiwa atau panti sosial yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke lembaga, rumah atau panti tersebut.

Selain perbuatan memudahkan percabulan, memudahkan persetubuhan dengan anak dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 419 ayat (1) KUHP  yang melarang “setiap orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain berbuat cabul atau bersetubuh dengan orang yang diketahui atau patut diduga Anak.” Menjadi delik kualifisir apabila perbuatan pelaku tersebut dilakukan terhadap anak kandung, anak tiri, anak angkat, atau anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Pasal ini tidak memidana anak yang melakukan persetubuhan ataupun percabulan, atau melakukan hubungan seksual di luar perkawinan, melainkan pasal ini memidana orang yang menjadi penghubung atau memudahkan Anak dan orang lain untuk melakukan percabulan atau persetubuhan. Melalui Pasal 421 KUHP, perbuatan menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan percabulan atau persetubuhan terhadap Anak menjadi pencarian atau kebiasaannya, ditujukan untuk mengkriminalisasi mucikari atau germo.

Perbuatan memudahkan percabulan atau tindak pidana prostitusi diatur dalam Pasal 420 KUHP 2023 yang berbunyi “Setiap Orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul.” KUHP  memisahkan aturan menjadi delik yang berbeda antara perbuatan memudahkan/menghubungkan percabulan yang dilakukan pelaku dan tujuan dilakukannya perbuatan tersebut yakni untuk pencarian/kebiasaan atau menarik keuntungan. KUHP  menambahkan delik kualifisir terhadap perbuatan memudahkan/menghubungkan percabulan untuk pencarian/kebiasaan atau menarik keuntungan, dengan memperberat hukuman yang ditambah ⅓ (satu per tiga).

Pasal ini tidak memidana pelaku orang yang melakukan percabulan, atau melakukan hubungan seksual di luar perkawinan, melainkan perbuatan ini harus dalam konteks ada penyelenggaraan atau penyediaan sarana untuk dilakukannya percabulan. Dalam hal Pasal 421 KUHP  yang melarang perbuatan menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan percabulan menjadi pencarian atau kebiasaannya, ditujukan untuk mengkriminalisasi mucikari atau germo (pimp).38 Pasal 421 KUHP ini tidak mengharuskan sudah atau tidak terjadinya tindakan percabulan yang sudah selesai, karena memang Pasal 421 dan Pasal 422 KUHP berguna untuk memberantas dan memerangi setiap orang yang mempermudah atau menghubungkan, mengadakan/ menyediakan sarana seperti rumah bordil atau tempat untuk dilakukannya pelacuran ataupun perantara (broker) antara pelacur dengan pelanggannya. Pasal ini ditujukan bagi pihak yang perannya untuk memudahkan dan menghubungkan percabulan yang posisinya berada di antara dua pihak yang bersepakat untuk melakukan percabulan, di mana pihak yang berada di tengah (perantara/penghubung) berperan untuk memudahkan atau menghubungkan kedua pihak tersebut (baik orang yang setuju untuk melakukan perbuatan percabulan, maupun pekerja seks dan pelanggan).
Pasal 423 KUHP menyebutkan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 sampai dengan Pasal 422 KUHP merupakan tindak pidana kekerasan seksual.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pemerintah dan DPR telah mengesahkan UU TPKS yang memuat ketentuan-ketentuan khusus yang selama ini tidak ditemukan pada peraturan perundang-undangan terkait. Hal ini dinilai dapat menjadi terobosan dalam penanganan kasus-kasus kekerasan seksual yang sulit sekali diungkap akibat minimnya alat bukti dan banyaknya saksi/korban yang enggan melaporkan kasusnya kepada pihak berwajib. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan seksual juga dinilai belum optimal dalam memberikan pencegahan, pelindungan, akses keadilan, dan pemulihan, serta belum memenuhi kebutuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual, serta belum komprehensif dalam mengatur mengenai hukum acara.

UU TPKS terbit karena undang-undang yang mengatur mengenai kekerasan seksual yang ada masih belum sepenuhnya mengatur secara komprehensif permasalahan-permasalahan yang mendalam terkait kekerasan seksual. Undang-Undang yang ada belum mampu menghadirkan perlindungan yang optimal serta belum ada upaya pencegahan dan penanganan hingga pemulihan korban kekerasan seksual.

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU TPKS dan perbuatan kekerasan seksual lainnya yang diatur dalam undang-undang lainnya sepanjang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) UU TPKS. UU TPKS menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, termasuk kekerasan seksual dan hak untuk bebas dari penyiksaan ataupun perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Mengingat kekerasan seksual bertentangan dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, mengganggu keamanan dan kesejahteraan masyarakat, serta merugikan masyarakat.

UU TPKS selain memidana pelaku TPKS, undang-undang ini bertujuan untuk :

a. Mengembangkan dan melaksanakan mekanisme pencegahan, penanganan, pelin- dungan, dan pemulihan yang melibatkan masyarakat dan berperspektif korban, agar korban dapat melampaui kekerasan yang dialami dan menjadi seorang penyintas;
b. Memberikan keadilan bagi korban kekerasan seksual, melalui rehabilitasi, sanksi pidana, dan tindakan yang tegas bagi pelaku kekerasan seksual; 
c. Menjamin terlaksananya kewajiban negara, peran keluarga, partisipasi masyarakat, dan tanggung jawab korporasi dalam mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual.

UU TPKS menyatukan tindak pidana di luar UU TPKS, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, ke dalam satu kualifikasi tindak pidana kekerasan seksual. Dengan adanya konsep listing dan blanco strafbepaling yang diadopsi dalam undang-undang ini, seluruh tindak pidana kekerasan seksual di luar UU TPKS dapat dilakukan penanganan (termasuk hukum acara) serta perlindungan sebagaimana diatur oleh UU TPKS dan berlaku secara lex specialis systematis.

3. Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Kekerasan seksual juga dapat terjadi dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dalam UU PKDRT. Selain kekerasan seksual, terdapat beberapa cara lainnya yang dilarang dalam UU PKDRT, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan penelantaran rumah tangga. Khusus terkait kekerasan seksual, hal ini diatur dalam Pasal 8 UU PKDRT yang menjelaskan bahwa kekerasan seksual meliputi:

a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; 
b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
Menurut penjelasan Pasal 8 UU PKDRT, maka kekerasan seksual yang dimaksud adalah setiap pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual secara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka diambil suatu pemahaman bahwa dalam UU PKDRT terutama terhadap konteks kekerasan seksual, maka seorang suami atau seorang isteri dalam lingkup perkawinan dilarang untuk melakukan pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual secara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu, demikian juga halnya larangan untuk melakukan pemaksaan hubungan seksual.

Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga yang dalam konteks UU PKDRT meliputi juga anak, maupun orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, isteri, maupun anak serta orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap yang dimaksud oleh undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga meliputi: suami, isteri, anak, maupun orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, isteri, maupun anak serta orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap di dalam rumah tangga tersebut.

Seorang suami atau seorang isteri terutama terhadap konteks kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam UU PKDRT, maka dalam lingkup perkawinan dilarang untuk melakukan pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual secara tidak wajar dan/ atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/ atau tujuan tertentu.

Konsep pengaturan kekerasan seksual khususnya dalam hal ini yaitu kekerasan seksual terhadap penumpang angkutan umum, KUHP menjadi konsep pengaturan umum, sedangkan sebaliknya UU TPKS menjadi konsep hukum khusus yang mengatur persoalan tersebut secara khusus.

B. Penerapan Sanksi Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Penumpang Travel Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 823/Pid.B/2024/PN Mdn 
Tindak pidana kekerasan seksual terhadap penumpang travel (angkutan umum)  jelas membawa akibat atau dampak terhadap korban. Adapun dampak seksual terhadap korban dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu jangka pendek dan jangka panjang yaitu sebagai berikut :

1. Dampak jangka pendek meliputi :

a. Trauma psikologis. Korban sering mengalami kecemasan, ketakutan, depresi, dan gangguan tidur. 

b. Cemas dan ketakutan. Korban mungkin merasa tidak aman di tempat umum atau dalam situasi yang mirip dengan kejadian kekerasan tersebut. 

c. Rasa malu dan kehilangan harga diri. Korban sering merasa malu, cemas tentang penilaian orang lain, dan kehilangan rasa percaya diri. 

d. Gangguan fisik. Tergantung pada jenis kekerasan, korban mungkin mengalami cedera fisik, rasa sakit, atau trauma tubuh. 

e. Kesulitan emosional. Korban sering merasa bingung, marah, atau terperangkap dalam perasaan bersalah yang tidak semestinya. 

2. Dampak jangka panjang : 
a. Gangguan  kesehatan mental. Korban dapat mengalami PTSD (post-traumatic stress disorder), depresi, kecemasan kronis, atau gangguan kejiwaan lainnya. 

b. Masalah relasional. Korban mungkin kesulitan menjalin hubungan yang sehat, baik secara sosial maupun intim, karena ketakutan atau rasa tidak percaya terhadap orang lain. 

c. Kesehatan fisik jangka Panjang. Beberapa korban dapat mengalami gangguan fisik kronis akibat cedera yang terjadi atau dampak psikologis yang mempengaruhi kesejahteraan fisik mereka. 

d. Stigma sosial. Korban bisa menghadapi stigma atau perasaan dikucilkan, baik dari masyarakat maupun lingkungan terdekat, yang memperburuk kondisi mental dan emosional mereka. 

e. Pengaruh pada kualitas hidup. Korban mungkin mengalami ke kesulitan dalam bekerja atau beraktivitas sehari-hari, yang memengaruhi kualitas hidup secara keseluruhan.

Dampak tersebut di atas sangat bervariasi tergantung pada kondisi individu, dukungan yang diterima, dan proses pemulihan yang dilalui oleh korban.
Berdasarkan pendapat di atas, maka pelaku kekerasan seksual harus mendapatkan sanksi akibat perbuatannya. Sanksi pidana adalah suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat menggangu atau membahayakan kepentingan hukum.
 Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

Sanksi pidana dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana termasuk juga pelaku kekerasan seksual pada angkutan umum yang merupakan salah satu bentuk kekerasan. Kasus kekerasan seksual di Indonesia yang terjadi pada angkutan umum sudah sangat meresahkan serta mencemaskan masyarakat ditambah juga adanya perilaku-perilaku yang ada di masyarakat yang sering terjadi seperti mengeluarkan perkataan atau perilaku yang berhubungan dengan alat seksualitas seseorang yang merendahkan harkat dan martabatnya.

Sebelum disahkannya UU TPKS, belum terdapat landasan hukum yang tegas dan pasti dalam penegakan hukum terkait dengan kekerasan seksual nonfisik yang bisa dibilang juga masih ada kekosongan hukum sehingga penegakan kasus menjadi lebih sulit dan tidak konsisten. Apabila  menelaah ke dalam KUH Pidana tidak mengenal adanya istilah kekerasan seksual non fisik, melainkan hanya istilah perbuatan cabul dan istilah pemerkosaan. 

Adapun yang dimaksud dengan perbuatan cabul dalam pada Pasal 289 KUHP yaitu, “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun“ Sedangkan yang dimaksud dengan pemerkosaan dalam Pasal 285 KUHP yaitu, “perkosaan adalah tindakan atau perbuatan laki-laki yang memaksa perempuan agar mau bersetubuh dengannya di luar perkawinan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan”. Oleh sebab itu, KUHP belum secara luas mengatur mengenai kekerasan seksual yang berupa pelecehan seksual secara no nfisik.

Hadirnya UU TPKS merupakan suatu harapan bagi masyarakat untuk menekan pertumbuhan kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia. Rumusan atau definisi tindak pidana kekerasan seksual dalam undang-undang ini tidak di dirumuskan. Dalam undang-undang ini hanya dikatakan bahwa tindak pidana kekerasan seksual adalah segala pebuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini. Jadi tindak pidana kekerasan seksual merupakan bentuk-bentuk perbuatan yang berhubnungan dengan tindakan-tindakan yang dilarang dalam UU TPKS tersebut.

Pasal 4 UU TPKS mengatur mengenai tindak pidana kekerasan seksual yaitu berupa: 

3. Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:
a. Pelecehan seksual nonfisik; 

b. Pelecehan seksual fisik; 

c. Pemaksaan kontrasepsi; 

d. Pemaksaan sterilisasi; 

e. Pemaksaan perkawinan;

f. Penyiksaan seksual; 

g. Eksploitasi seksual; 

h. Perbudakan seksual; 

i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

4. Selain tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana kekerasan seksual juga meliputi::
a. Perkosaan; 

b. Perbuatan cabul; 

c. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak; 

d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban; 

e. Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual; 

f. Pemaksaan pelacuran; 

g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual; 

h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga; 

i. Tindak pidana pencucian uang yang tidak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; 

j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual termasuk kekerasan seksual terhadap penumpang angkutan umum adalah :

1. Pasal 5 UU TPKS  tentang sanksi pidana terhadap pelaku pelecehan seksual non fisik yaitu : “Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dapat dipidana penjara paling lama 9 bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10 juta”. 

5. Pasal 6 UU TPKS tentang pelecehan seksual fisik yaitu : “dipidana karena pelecehan seksual fisik, setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud:

a. Merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat, dipidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.50 juta. 

b. Menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan, dipidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.300 juta. 

Setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.300 juta. 

6. Pasal 7 UU TPKS. Pelecehan seksual non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 huruf a UU TPKS merupakan delik aduan. Ketentuan ini tidak berlaku bagi korban penyandang disabilitas atau anak

7. Pasal 8 UU TPKS tentang pemaksaan kontrasepsi yaitu “setiap orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu, dipidana karena pemaksaan kontrasepsi, dengan pidana penjara maksimal 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.50 juta. 

8. Pasal 9 UU TPKS tentang pemaksaan sterilisasi “setiap orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap, dipidana karena pemaksaan sterilisasi, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 200 juta. 

9. Pasal 10 UU TPKS tentang pemaksaan perkawinan “ setiap orang yang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara maksimal 9 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200 juta.  Sebagai informasi, termasuk juga pemaksaan perkawinan, yaitu perkawinan anak, pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya, atau pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan. 

10. Pasal 11 UU TPKS tentang penyiksaan seksual.
Penyiksaan seksual dalam UU TPKS secara spesifik mengatur tentang penyiksaan yang dilakukan oleh pejabat. Menurut Pasal 11 UU TPKS, pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat melakukan kekerasan seksual terhadap orang dengan tujuan:

a. Intimidasi untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga;

b. Persekusi atau memberikan hukuman terhadap perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukannya; dan/atau

c. Mempermalukan atau merendahkan martabat atas alasan diskriminasi dan/atau seksual dalam segala bentuknya dipidana karena penyiksaan seksual, dengan pidana penjara maksimal 12 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300 juta.

11. Pasal 12 UU TPKS tentang eksploitasi seksual “Setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena eksploitasi seksual, dengan pidana penjara maksimal 15 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1 miliar. 

12. Pasal 13 UU TPKS tentang perbudakan seksual
Berdasarkan Pasal 13 UU TPKS, setiap orang secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual, dipidana karena perbudakan seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1 miliar.

13. Pasal 14 UU TPKS tentang kekerasan seksual berbasis elektronik. menyebutkan setiap orang yang tanpa hak:

a. Melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;

b. Mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau

c. Melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi objek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp200 juta. Namun, jika perbuatan di atas dilakukan dengan maksud untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa, atau menyesatkan dan/atau memperdaya seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.300 juta.

Penting untuk diketahui, kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) merupakan delik aduan, kecuali korban adalah anak atau penyandang disabilitas. Kemudian, jika perbuatan pada Pasal 14 ayat (1) huruf a dan b dilakukan demi kepentingan umum atau untuk pembelaan atas dirinya sendiri dari tindak pidana kekerasan seksual, tidak dapat dipidana. Adapun jika korban kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf a dan b merupakan anak atau penyandang disabilitas, adanya kehendak atau persetujuan korban tidak menghapuskan tuntutan pidana. 

Jenis-jenis kekerasan seksual dalam Pasal 4 ayat (2) UU TPKS, ancaman pidananya diatur dalam ketentuan-ketentuan yang berbeda, misalnya:

1. Perkosaan, perbuatan cabul, perbuatan melanggar kesusilaan, pemaksaan pelacuran, diatur dalam KUHP lama yang masih berlaku pada saat ini sebelum diberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru yang mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan yakni pada tahun 2026.

2. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, eksploitasi seksual terhadap anak, diatur dalam UU Perlindungan Anak dan perubahannya. Sedangkan pornografi yang melibatkan orang dewasa maupun anak diatur dalam UU Pornografi.

3. Tindak pidana perdagangan orang diatur dalam UU TPPO.

4. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga diatur dalam UU PKDRT.
Khusus sanksi hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap penumpang travel dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 823/Pid.B/2024/PN Mdn, maka terhadap pelaku kekerasan seksual diberikan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Huruf UU TPKS. Seluruh unsur pasal yang didakwaan kepada terdakwa telah terpenuhi yaitu :

1. Unsur barang siapa.

Barang siapa disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu.

Subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (geestelijke vermogens), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai dalam keadaan sadar dan dalam persidangan telah dihadapkan orang yang bernama Safriansyah Bin Ilyas als Yayang sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa di persidangan, terdakwa adalah subyek yang benar-benar dimaksud dalam persidangan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya berdasarkan hukum. Terdakwa adalah orang sebagaimana identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya dihadapan hukum.

Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar) atas perbuatannya tersebut, sehingga terhadap barang siapa ini majelis hakim berpendapat telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

2. Unsur yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain.
Menyalahgunakan kedudukan yang dimaksud adalah menggunakan hubungan personal, jabatan, wewenang atau kedudukan yang dimiliki oleh pelaku kekerasan seksual, menyalahgunakan wewenang adalah menggunakan wewenang yang dimiliki dalam mengambil keputusan atau tindakan dalam melakukan perbuatan yang melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang atau bertindak sewenang-wenang kepada seseorang.

Menyalahgunakan kepercayaan adalah menggunakan kepercayaan yang diberikan oleh seseorang kepada pelaku kekerasan seksual karena ada relasi personal, jabatan, wewenang atau kedudukan, perbawa adalah pengaruh yang timbul dari diri pelaku kekerasan seksual, tipu muslihat adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran.

Hubungan keadaan adalah sesuatu yang terjadi apabila dua orang atau hal atau keadaan saling mempengaruhi dan saling bergantung antara satu dengan yang lainnya, memanfaatkan kerentanan adalah perbuatan pelaku kekerasan seksual yang menggunakan kelemahan seseorang atau individu.

Ketidak setaraan adalah perlakuan diskriminatif ataupun ketidak samaan antar individu sehingga mengakibatkan timbulnya prespektif yang kuat dan lemah, ketergantungan seseorang adalah sikap membutuhkan antara korban dengan pelaku kekerasan seksual.

Memaksa adalah memperlakukan, menyuruh, meminta, membuat sesuatu tanpa dikehendaki oleh korban, dengan penyesatan sedangkan menggerakan orang adalah perbuatan pelaku kekerasan seksual untuk membuat seseorang tidak melalui jalan yang benar, membuat seseorang salah dalam memilih, keliru, berbuat yang tidak senonoh, atau menyimpang dari kebenaran, tidak dibenarkan sebagaimana diatur dalam perundang undangan. Persetubuhan adalah perbuatan memasukan alat kemaluan laki-laki ke dalam alat kemaluan perempuan, dan mengeluarkan cairan sperma.

Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No. VER/06/IV/2024 RS. Umum Daerah Dr. H. Yuliddin Away tanggal 09 April 2024 dengan hasil diagnose dari Dr. Citra Lestari Hasibuan, SpOG  berkesipmpulan dijumpai selaput dara tidak utuh lagi, dijumpai luka robek lama diarah jam 7 kesan akibat trauma benda tumpul, dijumpai luka robek yang masih baru bewarna merah muda di arah jam 11 kesan trauma akibat benda tumpul 

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, terdakwa telah melakukan hubungan badan dengansaksi Rusni yang dilakukan dengan adanya upaya paksa maupun ancaman yang mana antara terdakwa dan saksi korban tidak ada hubungan ataupun ikatan perkawinan yang mempunyai hak atau kewajiban unutk melakukan hubungan badan, sehingga unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum. Seluruh unsur  Pasal 6 huruf c UU TPKS telah terpenuhi, maka terdakwa  oleh karena itu dipidana dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun.

Proses penanganan kasus kekerasan seksual terhadap penumpang travel umumnya melibatkan beberapa langkah: 

1. Laporan korban. Korban atau saksi melaporkan kejadian ke pihak  berwenang (polisi, petugas angkutan, atau pengelola transportasi). 

2. Pengumpulan bukti: Pihak berwenang mengumpulkan bukti, seperti rekaman CCTV, saksi, dan bukti fisik lainnya yang mendukung laporan. 

3. Penyelidikan dan penuntutan. Polisi melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengidentifikasi pelaku, melakukan pemeriksaan saksi, dan jika bukti cukup, membawa kasus ke pengadilan. 

4. Tindakan hukum. Pelaku dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang dapat berupa hukuman penjara atau denda. 

5. Dukungan psikologis. Korban diberikan dukungan psikologis atau layanan konseling untuk membantu pemulihan.

Langkah-langkah ini bertujuan untuk memberikan keadilan bagi korban dan mencegah kejadian serupa di masa depan.
C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 823/Pid.B/2024/PN Mdn.
1. Kronologis Kasus

Terdakwa dalam kasus ini adalah Safriansyah Bin Ilyas als Yayang pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di salah satu Hotel Kilometer 17 Kota Binjai Kec. Binjai Timur Kab. Langkat Provinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara bermula pada tanggal 03 april 2024 sekira pukul 15.30 WIB saksi korban memesan mobil via online dengan searching melalui google lalu mengetik rental Tapaktuan – Medan kemudian mendapati nomor lalu memesan mobil dan meminta duduk di bangku belakang sopir lalu pada pukul 16.30 WIB saksi korban ditelepon oleh orang tidak dikenal (terdakwa) namun teleponan orang tersebut tidak diangkat oleh saksi korban lalu terdakwa mengirimkan pesan dengan mengatakan bahwa dirinya sebagai sopir rental Tapaktuan – Medan yang akan menjemput saksi korban pada pukul 21.00 WIB dan di nomor WA tersebut tertera nama Yayan. 

Sekira pukul 21.00 WIB terdakwa tiba di toko tempat saksi korban menunggu lalu pada saat saksi korban hendak masuk dan duduk ke dalam mobil, terdakwa menyuruh saksi korban untuk duduk di depan.  Selanjutnya setibanya di kota Medan pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa selaku sopir mobil rental terlebih dahulu mengantarakn 3 (tiga) orang penumpang yang duduk di kursi tengah kemudian mengantarkan barang paket yang searah dengan tempat tujuan saksi korban lalu saksi korban merupakan penumpang terkahir yang diantarkan oleh terdakwa.

Terdakwa mengantarkan paket tersebut dengan mengatakan kepada saksi korban kawankan abang ke penginapan dan terdakwa tanpa menghiraukan permintaan saksi korban dan langsung membawa saksi korban ke salah satu penginapan arah kota Binjai, kemudian tanpa berbicara kepada saksi korban terdakwa turun dari mobil lalu memesan satu kamar dan setelah itu balik ke mobil kemudia melakukan pemaksaan hubungan seksual.

Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No. VER/06/IV/2024 RS. Umum Daerah Dr. H. Yuliddin Away tanggal 09 April 2024 dengan hasil diagnose dari Dr. Citra Lestari Hasibuan, SpOG berkesimpulan dijumpai selaput dara tidak utuh lagi, dijumpai luka robek lama diarah jam 7 kesan akibat trauma benda tumpul serta dijumpai luka robek yang masih baru bewarna merah muda di arah jam 11 kesan trauma akibat benda tumpul.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum



M. Yahya Harahap, mengemukakan surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan.
 Rumusan surat dakwaan harus sesuai dengan hasil pemeriksaan penyidikan. Rumusan surat dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan merupakan surat dakwaan yang palsu dan tidak benar. Surat dakwaan yang demikian tidak dapat dipergunakan jaksa menuntut terdakwa.

Adapun dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini adalah sebagai berikut :

a. Menyatakan terdakwa Safriansyah Bin Ilyas Als Yayang bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Huruf C UU RI No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun penjara dikurangi masa penahanan.

c. Menyatakan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan
d. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tuntutan berarti hasil menuntut, sesuatu yang dituntut, hal menuntut. Pengertian mengenai penuntutan diatur dalam Pasal 1 butir 7 KUHAP adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan sebagai berikut :

a. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 285 KUHP

b. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 6 Huruf C UU RI No. 12 tahun 2022 tentang TPKS
4. Fakta-Fakta Hukum.

Setiap putusan hakim harus berdasarkan fakta yang jelas. Fakta memegang peranan penting dalam setiap putusan hakim. Bahkan fakta hukum merupakan conditio sine qua non bagi terwujudnya putusan yang adil. Oleh karena itu, dalam memutuskan perkara pasti membutuhkan fakta hukum dari suatu perkara. Putusan hakim akan adil jika berdasarkan fakta yang benar. Dengan demikian, hukum tidak akan bisa diputus dengan adil jika fakta hukum tidak ada.

Hakim yang menyampingkan fakta persidangan, fakta saksi, bukti lain, dan fakta pembelaan, itu berarti hakim telah melakukan kesalahan fatal. "Fakta-fakta itu harus dimuat dalam pertimbangan hakim," secara normatif putusan hakim seharusnya memperhatikan fakta persidangan, baik itu fakta saksi, bukti, maupun fakta pembelaan.

Fakta hukum dapat diperoleh dari alat bukti yang sah sebagaimana telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 184 ayat 1 KUHPidana yang artinya di luar alat bukti dalam Pasal 184 ayat 1 KUHPidana tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. 

Fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah sebagai berikut:

a. Bermula pada tanggal 03 april 2024 sekira pukul 15.30 WIB saksi korban memesan mobil via online dengan searching melalui google lalu mengetik “Rental Tapaktuan – Medan” kemudian mendapati nomor lalu memesan mobil dan meminta duduk di bangku belakang sopir lalu pada pukul 16.30 WIB saksi korban ditelepon oleh orang tidak dikenal (terdakwa) namun teleponan orang tersebut tidak diangkat oleh saksi korban lalu terdakwa mengirimkan pesan dengan mengatakan bahwa dirinya sebagai sopir rental Tapaktuan – Medan yang akan menjemput saksi korban pada pukul 21.00 WIB dan di nomor WA tersebut tertera nama “Yayan”. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB terdakwa tiba di toko tempat saksi korban menunggu lalu pada saat saksi korban hendak masuk dan duduk ke dalam mobil, terdakwa menyuruh saksi korban untuk duduk di depan.

b. Setibanya di kota Medan pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa selaku sopir mobil rental terlebih dahulu mengantarakn 3 (tiga) orang penumpang yang duduk di kursi tengah kemudian mengantarkan barang paket yang searah dengan tempat tujuan saksi korban lalu saksi korban merupakan penumpang terkahir yang diantarkan oleh terdakwa.

c. Terdakwa mengantarkan paket tersebut dan membawa saksi korban ke salah satu penginapan arah kota Binjai dan masuk kedalam kamar.

d. Terdakwa dan saksi korban berada di dalam kamar tiba-tiba tanpa basa-basi atau meminta izin kepada saksi korban, kemudian terdakwa langsung memeluk badan saksi korban dari depan sehingga reaksi saksi korban berusaha mendorong badan terdakwa atau melepaskan pelukan terdakwa kemudian melakukan hubungan badan secara paksa.

e. Kasur ranjang terdapat bekas bercak darah sehingga saksi korban menganggap bercak darah tersebut berasal dari darah alat kemaluan saksi korban yang keluar;

f. Sekira pukul 15.30 terdakwa dan saksi korban keluar dari hotel, lalu terdakwa mengajak saksi korban makan diwarung yang jauh dari penginapan. kemudian itu sekira pukul 17.00 Wib terdakwa mengantarkan saksi korban ke kota Medan dan menyuruh saksi korban tunggu di mesjid raya kota medan sedang terdakwa pergi ke loket mobil sehingga saksi korban seorang diri menunggu terdakwa pulang dari loket, Kemudian sekira pukul 19.00 Wib terdakwa mengajak saksi korban pulang dengan berkata “yuk pulang” dan saksi korban tanpa berkomentar langsung ikut saja apa yang dikatakan terdakwa kepada saksi korban dan didalam mobil hanya ada saksi korban dan terdakwa

g. Tanggal 06 April 2024 sekira pukul 05.30 wib dan selanjutnya terdakwa membawa dan mengantar penumpang dulu setelah itu terdakwa bersama saksi korban Melya Anda Rejta menginap di hotel Residen Jalan Sisingamangaraja Kec. Medan Kota Kota Medan Sumatera Utara dan sesampainya di hotel tersebut terdakwa kembali melakukan persetubuhan terhadap saksi korban Melya Anda Rejta sebanyak 2 (dua) kali.
5. Amar Putusan.

Putusan hakim merupakan mahkota sekaligus puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempuni dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.
 Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 KUHAP adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Menurut Lilik Mulyadi, dengan berlandaskan pada visi teoritis dan praktik maka putusan hakim itu merupakan putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.

Berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Hakim Pengadilan Negeri Medan memberikan putusan yang amar lengkapnya sebagai berikut :

a. Menyatakan Safriansyah Bin Ilyas als Yayang tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan seksual” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun.

c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

d. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

e. Menetapkan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan
f. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

6. Analisis Kasus 
a. Berdasarkan Hukum Acara.

Berdasarkan dengan fakta-fakta yang terdapat pada keterangan saksi-saksi, keterangan ahli serta keterangan tersangka, maka jelaslah bahwa rumusan surat dakwaan tersebut telah sesuai dengan hasil pemeriksaan penyidikan untuk kemudian diajukan dalam persidangan. 

Seorang Jaksa mempertahankan dakwaannya dan menjaga agar terdakwa tidak sampai lolos dari jerat hukum adalah suatu hal yang lumrah, salah satu cara yang diusahakan untuk mempertahankannya adalah dengan membuat surat dakwaan dengan jumlah dakwaan lebih dari satu asalkan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Dakwaan yang dipergunakan dalam kasus ini adalah dakwaan alternatif, sebab dalam perbuatan pelaku ada beberapa pasal yang dipersangkakan dan guna menjerat pelaku agar tidak ada celah untuk lolos dari perbuatannya. Penerapan Pasal 6 huruf C UU TPKS, dimana jaksa telah mempertimbangkan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dan telah memenuhi semua unsur-unsur dalam ketentuan pasal tersebut 
Dakwaan jaksa penuntut umum telah memiliki sifat dan hakekat suatu dakwaan, yang telah menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap baik mengenai identitas terdakwa maupun mengenai uraian dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan disertai dengan waktu dan tanggal perbuatannya serta tempat perbuatan itu berlangsung, sehingga dengan demikian maka menurut penulis dakwaan tersebut secara formil telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 6 huruf C UU TPKS.
Ditinjau dari jumlah alat bukti yang digunakan oleh Penuntut Umum untuk membuktikan kesalahan pelaku, maka putusan tersebut telah memenuhi unsur formil dalam pembuktian kesalahan berdasarkan Pasal 183 KUHAP yang mengatur bahwa : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Hakim memang harus menegakkan ketentuan undang-undang tetapi tidak mengesampingkan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan suatu tindak pidana. Tujuan hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa adalah agar terdakwa bisa menjadi lebih baik dan agar terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana lagi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh R. Wirdjono Prodjodikoro mengenai tujuan pemidanaan yaitu tujuan dari hukum pidana ialah untuk memenuhi rasa keadilan, untuk mendidik, memeperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

b. Berdasarkan Hukum Pidana Materiil.

Melihat penerapan hukum yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana diketahui bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka Jaksa Penuntut umum membuktikan dakwaan yang paling dianggap terbukti yakni dakwaan Pasal 6 huruf C UU TPKS.

c. Aspek Keadilan Putusan Hakim
Penerapan sanksi pidana merupakan upaya untuk menyadarkan para pelaku tindak pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat pada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai masyarakat yang aman, tertib dan damai.
Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Melalui putusannya, seorang hakim dapat memidana, mengalihkan hak kepemilikan seseorang, mencabut kebebasan warga negara, menyatakan tidak sah tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakat, sampai dengan memerintahkan penghilangan hak hidup seseorang. Semuanya harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan.

Pertimbangan hakim dalam pemberian pidana, berkaitan erat dengan masalah menjatuhkan sanksi pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana yang dilakukan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum, maka unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan harus dipandang telah cukup terpenuhi dalam diri terdakwa.

Hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap putusan yang ditanganinya. Kebebasan hakim mutlak dan tidak dicampuri oleh pihak lain. Hal ini di sebabkan untuk menjamin agar putusan pengadilan benar-benar obyektif. Kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara juga harus berpedoman pada batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Untuk alat bukti yang di hadirkan di dalam persidangan harus saling berkaitan antara alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya. Gunanya agar hakim dapat membuktikan bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana tersebut. Namun apabila alat bukti yang di hadirkan di dalam persidangan berbeda tidak berkaitan dengan alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya hal itu dapat menimbulkan ketidakyakinan pada hakim.

Setiap putusan pengadilan harus disertai dengan bahan pertimbangan yang menjadi dasar hukum dan alasan putusan tersebut. Hal ini ada di dalam Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Dalam sidang permusyawarahan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”

Menurut pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatkan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemindahan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan dalam hal serta cara yang diatur undang-undang ini. 

Seorang terdakwa dapat dijatuhi pidana apabila terdakwa jika di dalam persidangan terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana. Hakim dalam persidangan harus menyebutkan perbuatan terdakwa yang mana sesuai fakta terungkap dipersidangan dan memenuhi rumusan pasal tertentu dari suatu peraturan perundang-undangan.

Hakim dalam upaya membuat putusan mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal perbuatan hukum pidana, serta pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, serta kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Penjatuhan hukum oleh hakim tentu didasarkan atas pertimbangan: 

a. Pertimbangan yuridis

b. Pertimbangan non yuridis. 

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.
  Hakim dalam menjatuhkan putusan juga membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan, tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis.
Dasar pertimbangan hakim dalam menghukum pelaku tindak pidana kekerasan seksual, antara lain: fakta-fakta dipersidangkan, keterangan terdakwa dipersidangan, keterangan saksi dalam persidangan barang bukti didepan perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa dan kondisi terdakwa.
Hal-hal yang dijadikan alasan pertimbangan oleh hakim dalam memperberat dan memperingan sanksi pidana penajara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, alasan-alasan tersebut adalah :

a. Hal yang memberatkan bahwa :

1) Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

2) Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;.
b. Hal-hal yang meringankan adalah terdakwa berperilaku sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di depan persidangan.
Berdasarkan hal tersebut, maka sebelum menetapkan atau menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana main  hakim sendiri dilakukan oleh terdawka, maka hakim terlebih dahulu turut mempertimbangkan berbagai hal. Misalnya fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pertimbangan yuridis dan non yuridis, keadaan dan latar belakang keluarga terdakwa, serta beberapa hal lain yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Selayaknya diketahui bahwa hakim diberi fungsi oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang selalu dituntut untuk memberikan putusan yang sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Hakim di dalam menjalankan fungsinya diberi kebebasan dan kemandirian. Hakim menggunakan kebebasan dan kemandiriannya terutama dalam memberikan putusan perkara pidana.

Hakim dalam upaya membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam hukum pidana. Adapula pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan serta kondisi terdakwa pada saat melakukan perbuatan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka jelaslah bahwa hakim dalam pengambilan keputusan dipersidangan ada 3 hal yang menjadi acuannya yaitu: 

1. Asas Kepastian Hukum. 

2. Asas Keadilan 

3. Asas Manfaat.

Kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah peraturan perundang-undangannya. Asas keadilan disinilah cenderung lebih kepada sikap masyarakat, bagaimana mengembalikan/memulihkan keadaan sosial masyarakat sehubungan dengan kasus ini, hal ini juga agar menjadi efek jera kepada orang lain agar tidak diulangi lagi. Asas manfaat biasanya diarahkan kepada terpidana sehingga jangan sampai pemidanaan yang diberikan ini tidak bermanfaat bagi terdakwa.

Selain mengacu pada Ketentuan Umum Pasal 1 angka 9 KUHAP dimana wewenang hakim di pengadilan yaitu, mengadili yang merupakan serangkaian tindakan untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP, Majelis Hakim juga menggunakan acuan mereka sendiri dalam memytus perkara tersebut yakni asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas manfaat yang mana asas-asas tersebut memiliki peran masing-masing seperti yang dijelaskan di atas.

Selain menggunakan asas-asas tersebut Majelis Hakim mengacu pada Dakwaan dari Penuntut Umum, sesuai dengan fungsi dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dalam proses peradilan pidana. Majelis Hakim juga mempertimbangkan kondisi korban yang dilakukan oleh para terdakwa pada kasus ini.

Berdasarkan analisis tentang pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi dalam perkara putusan Negeri Medan Nomor 823/Pid.B/2024/PN Mdn, hakim dalam memutus perkara tersebut mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang cukup banyak. Mulai dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan dan tidak ada alasan pembenar dan pemaaf, sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa penjatuhan hukuman oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual  adalah salah satu bagian penting. Menjatuhkan putusan pidana, maka seorang hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan berat hukuman. Meskipun demikian kebebasan tersebut bukanlah kebebasan mutlak tanpa batas,  tetapi harus memperhitungkan sifat dan seriusnya peristiwa pidana yang dilakukan dan keadaan-keadaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang diharapkan kepadanya.

Pertimbangan keputusan, seperti kepribadian pelaku, perbuatan, usia, tingkat pendidikan, pria maupun wanita, lingkungan maupun kepribadian bangsa, perlu mendapat perhatian. Dengan perkataan lain pertimbangan kepentingan harus disesuaikan dengan kaedah-kaedah, azas-azas dan keyakinan hukum yang juga berlaku di dalam masyarakat dimana ia hidup.

Mengingat juga pandangan tentang adanya hak-hak asasi manusia yang dikaitkan dengan ukuran-ukuran bila seseorang dipandang mampu bertanggung jawab dan tidak bertanggung jawab sehingga keadilan dalam penerapan hukuman dapat tercipta. Permasalahan yang timbul dari hukum, yakni teori hukum pidana mana yang harus dipergunakannya dalam rangka mengambil keputusan terhadap suatu peristiwa pidana yang dihadapkan kepadanya.

Keputusan hakim pada dasarnya diambil dalam tuduhan yang ditujukan terhadap terdakwa dan hasil pemeriksaan yang dilakukan dalam persidangan peradilan. Jika tuduhan tersebut terbukti serta terdakwa dapat dihukum, maka hakim dapat menetapkan berat dan ringannya hukuman berdasarkan teori hukum pidana yang dipergunakannya.

Penggunaan teori hukum pidana, hakim diberi kebebasan karena di dalam perundang-undangan di dalam KUHP, yurisprudensi, ilmu hukum atau doktrin tidak menetapkannya. Meskipun demikian dalam prakteknya hakim lazim mempergunakan teori gabungan di dalam menetapkan berat dan ringannya hukuman. Maksudnya walaupun hakim diberi kebebasan untuk menetapkan berat hukuman antara batas maksimal dan minimal, tetapi bukanlah berarti harus ada penilaian subjektif dari hakim, dan untuk itu hakim dapat mempergunakan teori gabungan, dimana setidak-tidaknya paham perlindungan atas pengamanan kepentingan-kepentingan masyarakat tidak ditinggalkan, di samping penghukuman terhadap si pembuat.

Setelah memperhatikan amar putusan, terlihat bahwa hakim mengambil pertimbangan dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sudah sangat tepat. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang didasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang dimaksudkan tersebut diantaranya adalah dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti dan unsur-unsur delik yang didakwakan, dan pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, serta kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Putusan tersebut dijatuhkan berdasarkan atas tuntutan penuntut umum dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian hal tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan. Pada perkara ini terdakwa dijerat Pasal 6 huruf C UU TPKS. Setelah itu Majelis Hakim menimbang apakah ada alasan yang dapat menjadi dasar untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Namun, pada perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan dasar untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa. Oleh karena itu terdakwa dinyatakan harus dapat memeprtanggung jawabkan perbuatannya.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan disertai fakta-fakta yang terungkap di persidangan, serta tuntutan pidana penuntut umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis Hakim melakukan musyawarah dan berpendapat bahwa pidana yang diputuskan tersebut dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan lalu kemudian menjatuhkan putusan tersebut. 

Mencegah agar tidak terjadi kekerasan seksual di angutan umum, maka pemerintah, perusahaan transportasi, dan masyarakat dapat melakukan upaya-upaya :

a. Pemerintah: 

1) Memperkuat regulasi dan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual. 
2) Menyediakan fasilitas pengawasan seperti kamera CCTV dan patroli keamanan di angkutan umum. 

3) Meningkatkan kampanye kesadaran publik tentang hak-hak penumpang dan pencegahan kekerasan seksual. 

b. Perusahaan Transportasi: 
1) Memasang CCTV dan sistem pelaporan yang mudah diakses oleh penumpang. 
2) Memberikan pelatihan keamanan dan respons terhadap kekerasan seksual kepada sopir dan staf. 
3) Menyediakan ruang khusus untuk perempuan atau penumpang yang merasa terancam. 

c. Masyarakat: 
1) Melaporkan setiap tindak kekerasan seksual atau pelecehan yang terjadi di angkutan umum. 

2) Mengedukasi diri tentang kesetaraan gender dan saling menghormati. 

3) Menjaga solidaritas dengan sesama penumpang dan mendukung korban. 

4) Dengan kerjasama ketiganya, keamanan di angkutan umum bisa meningkat secara signifikan. 

Khusus terhadap penumpang travel (angkutan umum), maka upaya agar tidak menjadi korban kekerasan seksual adalah :

a. Tetap waspada. Selalu perhatikan lingkungan sekitar dan hindari terlalu fokus pada ponsel atau hal lainnya. 
b. Jaga jarak: Jika memungkinkan, pilih tempat duduk yang lebih aman atau di dekat petugas keamanan.

c. Gunakan aplikasi pelaporan. Manfaatkan aplikasi atau fasilitas pelaporan di angkutan umum untuk melaporkan kejadian yang mencurigakan. 

d. Bersikap tegas: Jika merasa tidak nyaman atau terancam, berbicara atau berteriak untuk menarik perhatian orang di sekitar. 

e. Hindari perjalanan pada waktu sepi. Pilih waktu perjalanan saat angkutan umum lebih ramai untuk mengurangi risiko. 

Apabila hal-hal di atas dapat dilaksanakan, maka penumpang merasa aman di transportasi umum. Tidak ada yang boleh merasa terancam atau terpinggirkan. Oleh karena itu, pelaku kekerasan seksual harus diberi sanksi yang tegas. Hukum yang adil akan memberikan rasa aman kepada masyarakat, serta mencegah kejadian serupa terulang.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap penumpang travel (angkutan umum) diatur dalam Undang-Undang Nomor  12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang bertujuan untuk menguatkan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dan memuat jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah terbit sebelumnya.
2. Penerapan sanksi hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap penumpang travel (angkutan umum) dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 823/Pid.B/2024/PN Mdn adalah perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 6 huruf C UU TPKS sehingga akibat perbuatannya terdakwa dipidana dengan pidana penjaran selama 8 (delapan) tahun.

3. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 823/Pid.B/2024/PN Mdn adalah Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum dan majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan  harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

B. Saran

1. Agar Pemerintah dapat melakukan berbagai upaya untuk mengatur kekerasan seksual, di antaranya menyusun kebijakan publik yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan pencegahan kekerasan seksual

2. Agar penerapan sanksi yang tegas terhadap pelaku kekerasan seksual sehigga dapat memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan seksual untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi.

3. Agar hakim konsisten dalam menjatuhkan putusan, tidak mempertimbangkan unsur suka sama-suka, cermat mempertimbangkan pertimbangan yuridis dan non yuridis, menjatuhkan pidana maksimum kepada terdakwa  serta mempertimbangkan dampak negatif bagi psikologis korban  dan melakukan pendekatan sosial terhadap terdakwa
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